
PEDOMAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA DAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH 

2021 

PERBUP KABUPATEN LEBAK NO.48 BD 2021 / NO.48, 16 HAL 

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN 

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK 

INDONESIA DAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH  

 

  ABSTRAK  - Bahwa bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan Pemantauan Laporan Hasil 

Pemeriksaan diperlukan suatu pedoman operasional yang dapat 

mewujudkan keberhasilan atas pemantauan tindak lanjut laporan hasil 

pemeriksaan. 

 

  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 

Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan Badan Pemeriksa 

Keuangan Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

77 Tahun 2020; Peraturan Bupati Lebak Nomor 100 Tahun 2020. 

 

  - Peraturan  Bupati ini ditetapkannya Pedoman TLHP sebagai acuan bagi 

Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI dan 

APIP. Tujuan ditetapkan Pedoman TLHP agar tindak lanjut hasil 

pemeriksaan BPK RI dan APIP dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan 

akuntabel, meliputi koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan 

dan pelaporan. 

  

 CATATAN : -  Peraturan Bupati Kabupaten Lebak ini mulai berlaku Tanggal 18 Oktober  

2021. 

 

  -  Peraturan Bupati ini berlaku sampai ada Perbup yang mengubah atau 

mencabutnya. 

  -   

 


